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penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dinilai melalui
lima dimensi: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan
empathy. Faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat meliputi
kebijakan dan inovasi pelayanan. Strategi peningkatan pelayanan
dilakukan melalui apel pagi, survei kepuasan, serta sosialisasi ke
This s an open access article under the ccv-sa tieense.— d€S@ dan sekolah. Meskipun pelayanan sudah berjalan baik, masih
romidian Ganeora e oneries - dinarlukan perbaikan pada kebersihan fasilitas umum, kedisiplinan
pegawai, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efektivitas

dan kepuasan masyarakat.
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ABSTRACT

This study aims to analyze public satisfaction with the quality of public services at the Population
and Civil Registration Office of Tegal Regency. Using a descriptive qualitative method with a case
study approach, data were collected through observation, interviews, documentation, and public
satisfaction surveys. The results show that service quality is assessed through five dimensions:
tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Factors influencing public
satisfaction include service policy and innovation. Improvement strategies include morning
assemblies, satisfaction surveys, and outreach to villages and schools. Although the services are
running well, improvements are still needed in the cleanliness of public facilities, employee
discipline, and the use of technology to enhance service effectiveness and public satisfaction.

Keywords: Quality, Satisfaction, Service

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya
pelayanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelayanan publik dan pelayanan swasta.
Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi biasanya dilakukan
oleh Lembaga Pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa
memandang strata sosial, politik, atau apapun sehingga bisa dikatakan bagi seluruh kalangan
masyarakat. Pelayanan Administrasi merupakan salah satu pelayanan publik, contohnya yaitu
adanya beberapa program pemerintah agar Masyarakat terpenuhi kebutuhannya seperti dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 bahwa Negara harus melayani setiap penduduk dalam
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pemenuhan hak mereka sebagai Warga Negara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah
sebagai pelaksana pelayanan publik.

Sistem pelayanan administrasi telah berjalan sejak zaman dahulu, tercatat mulai
zaman peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani kuno, sudah menerapkan sistem administrasi.
Diketahui banyak hal yang diterapkan saat ini mengadopsi dari sistem yang telah telah ada
sejak zaman dahulu seperti halnya penarikan pajak, tata kelola administrasi, dan struktur
pejabat yang tertata. Tepatnya pada zaman mesir kuno tersebut hal ini mulai terkenal dan
banyak diadopsi oleh peradaban lainnya. Dari tertatanya sistem administrasi ini menciptakan
stabilitas dan efektifitas dalam pemerintahan peradaban mesir kuno kala itu. Di sisi lain
perkembangan administrasi di bidang hukum juga mulai diterapkan di Babilonia, mereka
mengembangkan sistem hukum yang tertulis dan mengorganisir tugas tugas sesuai bidangnya
secara administratif (Alhdar et al., 2023).

Pelayanan publik harus diberikan dan dilaksanakan dengan rangkaian dan kegiatan yang
cepat, tepat, terbuka, lengkap, dan mudah di jangkau. Kualitas pelayanan yang dirasakan
oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas
pelayanan bidang pendaftaran penduduk. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
dinas atau instansi atau petugas pelayanan adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Semakin masyarakat merasa puas dengan pelayanan mereka, semakin baik
layanan yang diberikan oleh Dinas atau Instansi atau petugas pelayanan kepada Masyarakat
(Ihsan, 2021).

Dalam konteks pelayanan masyarakat, kepuasan sendiri memiliki dampak yang
signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Kepuasan sendiri dapat diartikan sebagai
persepsi positif pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan.
Dengan merasa puas terhadap layanan yang diberikan, masyarakat cenderung lebih percaya
pada pemerintah dan lebih termotivasi untuk berinteraksi dengan institusi publik
(Kusumaratna & Suyanto, 2024). Kualitas sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan dinamis
yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi
harapan. Karena pengertian ini, kualitas pelayanan publik yang diharapkan digambarkan
sebagai pelayanan prima. Semua organisasi yang memberikan layanan harus
mempertimbangkan kepuasan penerima layanan karena kepuasan penerima merupakan
indikator utama kualitas layanan (Panjaitan, 2024).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Peneliti
awalnya melakukan observasi tidak langsung pada instansi melalui google maps dan diduga
adanya ketidakpuasan masyarakat melalui ulasan-ulasan di instansi tersebut. Sedangkan
observasi secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal,
ditemukan adanya antrian panjang yang terjadi hampir setiap hari kerja. Masyarakat terlihat
datang sejak sebelum jam operasional dimulai demi mendapatkan nomor antrian pelayanan.
Hal ini terjadi karena sistem pembagian antrian masih dilakukan secara manual, dan kuota
pelayanan dibatasi hanya untuk 60 orang per hari. Akibatnya, masyarakat yang datang lebih
siang tidak dapat dilayani karena kuota sudah habis. Fenomena ini mencerminkan bahwa
prosedur pelayanan belum efektif dan efisien. Sistem antrian yang masih manual ini
menyebabkan masyarakat harus mengantre secara fisik dalam waktu yang lama. Ini bukan
hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menurunkan kepuasan terhadap
pelayanan publik, terutama bagi mereka yang tidak mendapat pelayanan setelah menunggu
cukup lama. Penting adanya peningkatan kualitas sistem pelayanan ini adalah untuk
menyelesaikan permasalahan dengan melakukan inovasi pada sistem pelayanan.
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Gambar 1 Pra Riset Pelayanan Adminduk

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Kurang efektifnya pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
didukung dengan adanya Pra Riset yang dibagikan kepada masyarakat, dan hasilnya 69,2%
menjawab “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang seharusnya berjalan efektif
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tegal masih belum berjalan dengan baik. Pelayanan pendaftaran penduduk yang
ada di Instansi belum berjalan efektif dimulai dari pembagian antrian yang masih manual yang
dimana pembagian antrian termasuk elemen penting pada pelayanan dikarenakan masyarakat
diwajibkan untuk mendapatkan antrian verifikasi data terlebih dahulu sebelum mendapatkan
pelayanan administrasi penduduk yang di butuhkan.

Perbaikan kualitas kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau
instansi untuk meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Jika melihat dari lingkup
pelayanan publik berarti perbaikan kualitas kerja merupakan tindakan menguatkan
karakteristik yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kontribusi, penyetaraan hak
kewajiban, profesionalitas, keteraturan jadwal, dan menyederhanakan proses sedemikian
rupa sehingga tidak menyulitkan masyarakat, yang dilakukan oleh instansi pemerintah guna
meningkatkan kepuasan masyarakat. Diiring dengan konsistensi dan loyalitas yang dilakukan
oleh instansi pemerintahan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik
(Rauf & Andriyani, 2023).

Pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Akuntabilitas, integritas, netralitas, efektifitas, efisiensi, dan keadilan adalah
prinsip profesionalisme dan etika yang harus diterapkan untuk setiap orang yang menerima
layanan (Prasetya & Sunaningsih, 2020). Setiap Perusahaan maupun Instansi Pemerintahan
harus memberikan pelayanan prima (service excellence) agar terciptanya kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan, terciptanya kepuasan masyarakat dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik karena Perusahaan maupun Instansi Pemerintahan saat ini harus
menyediakan jasa yang harus tumbuh dan berkembang untuk bertahan dan melayani
masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang disaat pesatnya
persaingan pelayanan terbaik di era saat ini (Rochmatullah et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk
menganalisis lebih lanjut mengenai Kualitas Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepuasan
Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal”.

KAJIAN PUSTAKA
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Pelayanan Publik

A. Definisi Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "Pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”. Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan
kepuasan masyarakat dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada dasarnya, instansi pemerintah pusat atau daerah memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan Pelayanan Publik. Upaya untuk mematuhi peraturan hukum dan memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan membangun sistem yang tersebar di seluruh negara. UU
Kepegawaian berbeda dengan undang-undang pada umumnya karena mengatur sistem dan
mekanisme pengelolaan serta kepentingan rakyat, yaitu bagaimana membuat rakyat
dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat memanfaatkan dan
diuntungkan oleh fasilitas yang mereka miliki (Syahrul & Nasution, 2022).

Berdasarkan pengertian diatas, bisa diartikan bahwa Pelayan publik adalah kegiatan
yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa kegiatan atau aktivitas layanan kepada publik atau
biasanya ditujukan untuk masyarakat dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam
segala bidang baik administrasi maupun jasa bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik
dilakukan dengan cara terbuka tanpa adanya diskriminasi dan harus berjalan sesuai peraturan
perundang-undangan.

B. Azas-Azas Pelayanan Publik

Menurut Yanto et al., (2022) dalam memberikan layanan pada pelayanan publik harus
memenuhi kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh
pemerintah penyelenggara pelayanan publik antara lain :

1. Akuntabilitas yang artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, harus terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkannya.

2. Situasional, sesuai dengan keadaan dan harapan pemberi dan penerima layanan dengan
mempertahankan prinsip efisiensi dan efektifitas, disesuaikan dengan perubahan keadaan
yang ada. Diwajibkan bagi pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan
evaluasi kinerja di lingkungan instansi mereka secara berkala dan berkelanjutan. Hasil
evaluasi harus dilaporkan kepada pimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik.
Untuk memastikan bahwa semua pelaksana layanan memiliki sikap, arah, dan tujuan yang
sama.

3. Persamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan status sosial, ras, agama,
atau golongan. Memungkinkan akses ke pengawasan masyarakat; ini adalah pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat melalui laporan atau pengaduan tentang kesalahan dan
kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Ada keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima layanan publik. Yang
artinya baik pemerintah sebagai pelaksana layanan publik memberikan kesempatan
Masyarakat sebagai penerima layanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
Menurut Rosika & Frinaldi (2023) prinsip-prinsip yang ada di pelayanan publik adalah :
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1. Partisipasi, Setiap warga negara harus memiliki hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik melalui lembaga perwakilan maupun secara langsung, sesuai
dengan kepentingan dan keinginan mereka sendiri.

2. Aturan hukum, yang artinya keadilan, keteguhan, dan kepatuhan harus menjadi dasar
hukum, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Daya tanggap, setiap institusi dan prosesnya harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan
pihak yang berkepentingan.

4. Efektivitas dan Efisiensi, setiap proses dalam organisasi dan kegiatan yang ditujukan untuk
mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber untuk menghasilkan produk yang benar-benar
sesuai dengan kebutuhan.

5. Bervisi strategis, Pembangunan manusia dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
adalah hal-hal yang artinya pemimpin dan masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan
berkelanjutan (Human Development) mengenai governance.

6. Transparansi, Harus dibangun dibawah prinsip lisensi aliran informasi yang artinya bahwa
berbagai institusi, proses, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh individu yang
membutuhkannya.

D. Standar Pelayanan Publik

Menurut Pamungkas & Jakfar (2022) yang dimaksud dengan "pelayanan publik” adalah
setiap bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha
milik negara, atau badan usaha lokal dalam barang atau jasa dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat dan untuk menjaga ketertiban.

Standar pelayanan adalah patokan yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan untuk
mengarahkan dan menilai kualitas pelayanan mereka sebagai kewajiban dan janji mereka
kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur (Riani, 2021). Adapun beberapa standar pelayanan publik yang harus ada bagi
para penyedia layanan diantaranya yaitu :

1. Prosedur layanan yang mudah dipahami agar persyaratan dapat dilengkapi.

2. Waktu penyelesaian dihitung dari tanggal pengajuan permohonan hingga tanggal
penyelesaian layanan. Waktu penyelesaian, termasuk pengaduan, harus disesuaikan dengan
lamanya waktu layanan.

3. Tarif pelayanan dalam proses pemberian layanan harus terperinci agar tidak melanggar
ketentuan yang berlaku.

4. Sarana dan prasarana yang tersedia harus memadai agar tercipta kenyamanan dan
keamanan dalam proses pelayanan.

E. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Mashuri & Darianto (2025) teori mengenai kualitas pelayanan publik yang
dikemukakan oleh Parasuraman pada tahun 1985 tentang kualitas pelayanan publik yang
memiliki beberapa dimensi pokok seperti kenampakan fisik (tangibles), dimensi kehandalan
(reliability), dimensi ketanggapan (responsiveness), dimensi jaminan (assurance), dan dimensi
empati (empathy).

Menurut Purnivira & Susiani (2025) terdapat 5 (Lima) dimensi kualitas pelayanan publik
yang sejalan dengan Parasuraman tahun 1985 yaitu :
1. Bukti Fisik (Tangible)
Tangible dalam kualitas pelayanan publik merupakan bukti nyata yang diberikan oleh pelayan
atau petugas dan dapat dilihat, dirasakan, maupun digunakan oleh publik atau masyarakat
sekali pengguna pelayanan publik. Aspek tangible cukup penting karena memberikan kesan
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awal kepada masyarakat dan meningkatkan harapan terhadap kualitas pelayanan publik yang
diberikan.

2. Kehandalan (Reliability)

Reliability dalam kualitas pelayanan publik adalah kemampuan pemberi layanan atau petugas
dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat, tepat, dan minim
kesalahan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
yang diselenggarakan, salah satu contohnya yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan SOP
yang sudah ditetapkan.

3. Daya Tanggap (Responsiveness)

Responsiveness dalam kualitas pelayanan publik memiliki arti kemampuan petugas dalam
memberikan respon terhadap permintaan dari masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien
dalam memberikan informasi maupun melayani kebutuhan masyarakat. Dengan dimilikinya
aspek responsiveness oleh petugas, hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta
membantu mendekatkan kepada tujuan utama dari diselenggarakannya pelayanan publik
tersebut secara efektif.

4. Jaminan (Assurance)

Assurance dalam kualitas pelayanan publik dapat diartikan sebagai jaminan kepuasan
terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat dengan cara memberikan
pelayanan yang handal dan terpercaya. Dengan adanya aspek assurance yang dimiliki oleh
petugas diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan merasa aman saat sedang
menggunakan jasa pelayanan publik.

5. Empati (Empathy)

Empathy dalam kualitas pelayanan publik adalah kemampuan petugas untuk memahami
kebutuhan masyarakat yang datang ke tempat pelayanan secara tulus dan profesional. Hal ini
mengharuskan petugas memberikan atensi lebih kepada masyarakat untuk mengerti atas apa
yang sebenarnya masyarakat butuhkan. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

F. Kepuasan Pelayanan Publik

Kepuasan merupakan suatu perasaan yang didapat dari perbandingan antara hasil suatu
produk, atau kinerja suatu layanan yang ditunjukan berupa rasa bahagia atau kecewa.
Kepuasan sejalan dengan hasil yang diberikan semakin mendekati atau bahkan melebihi
ekspektasi yang diberikan maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan begitu pula
sebaliknya, hal tersebut menjadi tolak ukur kepuasan (Sulaiman et al., 2022).

Dalam Keputusan PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 menjadi 9 (sembilan) unsur
dalam survei kepuasan masyarakat, diantaranya:
1. Persyaratan
Unsur persyaratan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam
melakukan atau memperoleh pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pada unsur ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pelayanan yang diberlakukan bagi
pemberi pelayanan serta penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Merupakan lama waktu yang diperlukan dalam melakukan keperluan, waktu penyelesaian ini
tergantung pada jenis pelayanan yang dilakukan oleh penerima layanan.
4. Biaya/Tarif
Merupakan ongkos yang diperlukan oleh penerima pelayanan saat melakukan pelayanan
berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan.
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5. Produk Spesifikasi

Jenis Pelayanan Merupakan hasil pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan dan
yang diterima oleh penerima pelayanan sesuai oleh ketentuan yang telah ditentukan oleh
masing-masing unit.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana, yaitu berkaitan dengan kemampuan atau keahlian, pengetahuan,
keterampilan, serta pengalaman yang dimiliki oleh para petugas pelayanan.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana, yaitu sikap yang dilakukan oleh para petugas pelayanan saat memberikan
pelayanan pada masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran, serta Masukan

Pada unsur ini berkaitan dengan tindak lanjut atau penanganan pengaduan.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan hal yang bisa digunakan dalam mencapai maksud serta tujuan. Prasarana
merupakan seluruh hal penunjang utama terselenggaranya sebuah proses.

Menurut Ismiyati (2023) unsur-unsur kepuasan pelayanan publik dapat dilihat dari :

1. Sistem keluhan dan saran

Setiap Perusahaan maupun Instansi harus menyediakan setidaknya kotak aduan atau saran
untuk memberikan kesempatan pelanggan dalam menyampaikan pendapatnya yang kemudian
dapat ditanggapi agar pelayanan dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

2. Survei kepuasan pelanggan

Survei kepuasan merupakan hal yang wajib ada pada setiap Perusahaan maupun Instansi.
Survei dapat dilakukan minimal 1x dalam setahun. Dengan adanya survei kepuasan ini,
tanggapan maupun umpan balik dari pelanggan dapat memberikan kesan positif untuk
Perusahaan/Instansi. Sedangkan hasil yang kurang dapat menjadi bahan evaluasi agar
terciptanya pelayanan yang lebih baik.

G. Faktor-Faktor Kepuasan Pelayanan Publik

Menurut Arnanda & Anisyukurillah (2024) faktor yang mempengaruhi kepuasan
masyarakat dalam pelayanan publik diantaranya :
1. Kebijakan Pelayanan
Kebijakan pelayanan adalah pedoman dari pemerintah atau lembaga untuk mengatur
pemberian layanan kepada masyarakat. Indikator seperti standar pelayanan, maklumat
pelayanan, SKM, dan forum konsultasi publik digunakan untuk menilai kinerja dan
meningkatkan tanggung jawab lembaga. Maklumat pelayanan adalah janji resmi untuk
memberikan layanan sesuai standar yang ditetapkan.
2. Inovasi
Inovasi pelayanan publik adalah ide atau perubahan baru yang bertujuan meningkatkan
kualitas layanan dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Inovasi ini dikembangkan
melalui berbagai cara, seperti kompetisi, sistem informasi, jaringan kerja, peningkatan
kapasitas, dan pemantauan secara terus-menerus.

H. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Muslim (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa strategi yang ditemukan
mencakup :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana mencakup fasilitas seperti gedung strategis, komputer, Wi-
Fi, ruang tunggu nyaman, serta layanan untuk penyandang disabilitas. Semua ini disiapkan



Triwikrama: Jurnal Multidisiplin [lmu Sosial
Volume 10, No 8, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

melalui anggaran rutin guna mendukung layanan yang nyaman, mudah diakses, dan
meningkatkan kepuasan masyarakat.

2. Sosialisasi Pelayanan

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat. Bentuk kegiatan
dapat berupa pembagian petugas informasi ke setiap kecamatan untuk menjelaskan prosedur
pelayanan. Hal ini bertujuan agar pelayanan menjadi lebih efisien karena Masyarakat sudah
memahami prosedur dari pelayanan.

3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan
penilaian terhadap layanan yang mereka terima. Hasilnya dijadikan bahan evaluasi guna
meningkatkan mutu pelayanan di masa mendatang.

4. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan

Strategi terakhir adalah penggunaan sistem informasi pelayanan, yaitu memanfaatkan media
seperti website, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi layanan. Hal ini
dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi, tanpa harus datang ke kantor,
serta mendukung pelayanan yang transparan, cepat, dan efisien

I. Pelayanan Prima

Menurut Hulu (2022) pelayanan prima atau biasa juga disebut layanan unggulan pada
masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah secara
maksimal kepada masyarakat serta kesanggupan pemerintah dalam menangani permasalahan
yang ada secara profesional. Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu adanya pendekatan yang
efektif guna menunjang terlaksananya pelayanan prima, salah satunya dengan melakukan
metode pendekatan A6, yaitu ability (kemampuan), attitude (sikap), appearance
(penampilan), attention (perhatian), action (tindakan), dan accountability (tanggung jawab).
Pelayanan prima merupakan suatu standar pelayanan yang tinggi Dengan mengedepankan
kepuasan masyarakat dan dilakukan secara profesional. Beberapa aspek penting yang harus
dimiliki oleh pemberi layanan untuk mencapai tujuan pelayanan prima antara lain
komunikatif, responsif, empati, serta solutif. Hal tersebut dilakukan guna menunjang tingkat
kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemberi layanan.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
didalamnya melibatkan peneliti, sehingga dapat memahami mengenai konteks, situasi dan
setting fenomena alami sesuai dengan yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif
adalah untuk memahami suatu konteks dengan pendeskripsian secara rinci dan mendalam
mengenai suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi
dan apa adanya yang ada dilapangan studi (Rahmadani, 2024). Analisis yang peneliti gunakan
adalah analisis deskriptif yaitu menguraikan hasil data penelitian dan selanjutnya akan
diambil suatu kesimpulan yang berguna tentang kepuasan kualitas pelayanan publik. Untuk
mengidentifikasi kepuasan pelaksanaan pelayanan publik, analisa data dilakukan secara
deskriptif, dengan menggunakan data survei kepuasan pelayanan publik guna menunjang
efektivitas pelayanan (Dyah et al., 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan
untuk memahami sistem pelayanan publik yang masih manual di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dapat
menguak makna dibalik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa
adanya. Sehingga penelitian memiliki fokus utama pada kejadian yang sedang diteliti dan
mencari tahu hubungannya. Secara umum studi kasus memiliki karakteristik dalam pertanyaan
penelitian yang diawali dengan kata “how” or “why.”. Dalam melakukan penelitian
menggunakan metode studi kasus, peneliti harus melakukan beberapa tahapan antara lain,
menentukan tema dan subjek, menentukan tempat, menentukan teknik pengumpulan data
yang tepat, dan menganalisis data yang telah diperoleh, serta membuat kesimpulan dan
laporan penelitian. Untuk hasil temuan dapat dikatakan ilmiah ketika sudah memenuhi
standar objektif, dan mengikuti prosedur ilmiah (Ilhami et al., 2024).

Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya
seperti melalui observasi dan wawancara dengan pegawai dinas yang bertugas mengolah data
survei kepuasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Data primer
biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti (Balaka, 2022).
Menurut Sulung & Muspawi (2021) data sekunder merupakan data yang memberikan infornasi
secara tidak langsung kepada peneliti, seperti melalui dokumen maupun orang lain. Data
sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Seperti jurnal, buku, publikasi
pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Data Sekunder dalam
penelitian ini berupa laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang dikelola oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan juga jurnal-jurnal penelitian
terdahulu.

Berdasarkan teori Septia Claudia et al. (2023) bahwa setidaknya dalam penelitian
kualitatif minimal 1 (satu) informan, peneliti mengambil sampel 4 (empat) informan yaitu 2
(dua) pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan 2 (tiga)
masyarakat sebagai penerima layanan. Pada teknik pengambilan sampel menggunakan
metode non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Metode non-
probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang hanya sebagian masyarakat
yang dapat terpilih untuk menjadi sampel. Hal ini biasanya didasari oleh subjektifitas peneliti
dalam mengambil sampel. Sedangkan purposive sampling yaitu sebuah metode pengambilan
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sampel yang dilakukan dengan cara menyeleksi sampel berdasarkan kriteria tertentu yang
dianggap sesuai oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan (Asrulla et al., 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jadi, teknik pengumpulan
data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian. Untuk Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu :
1. Data Primer
a. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan
mengamati secara langsung kegiatan yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Dengan
dilakukannya pengamatan secara langsung ini, observasi dapat memberikan informasi yang
luas dan mendalam tentang sesuatu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi
digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan informan. Peneliti
melakukan observasi karena sebelumnya sudah mengamati secara langsung dan melakukan
studi pendahuluan.
b. Wawancara

Menurut Ardiansyah et al. (2023) wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan
cara melakukan percakapan secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Tujuan
dari dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan pendapat atau pandangan secara
langsung dari sudut pandang subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
wawancara dengan pegawai yang mengelola data terkait hasil survei kepuasan Masyarakat
yang dibagikan dan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur sebagai salah satu teknik
pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek yang telah
ditentukan sebelumnya, yaitu pegawai yang mengelola data survei kepuasan dan masyarakat
penerima layanan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara
mendalam mengenai persepsi dan pengalaman mereka terhadap kualitas pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
c. Dokumentasi

Menurut Nurbaeti et al., (2022) dokumentasi merupakan salah satu metode
pengumpulan data yang melalui dokumen atau catatan tertulis. Istilah "dokumentasi” berasal
dari kata "dokumen”, yang berarti "benda tertulis". Dalam penelitian ini, peneliti mengambil
pengamatan dari dokumentasi selama penelitian yang berupa foto-foto dan juga menganalisis
jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepuasan pelayanan publik.
2. Data Sekunder

Menurut Haryono (2023) data sekunder merupakan data yang memberikan infornasi
secara tidak langsung kepada peneliti, seperti melalui dokumen maupun orang lain. Data
sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Seperti jurnal, buku, publikasi
pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Dibandingkan dengan data
primer, data sekunder memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah diakses, dan memerlukan
waktu dan biaya yang lebih sedikit (Sulung & Muspawi, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan laporan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2024 yang sudah dikelola oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Dalam laporan hasil survei
kepuasan masyarakat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu yang dibagikan dan dikelola pada
bulan Januari-Juni yang diisi oleh 105 responden serta dibulan Juli-Desember yang diisi oleh
115 responden.
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Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa peneliti benar-
benar melakukan penelitian. Istilah kepercayaan/keabsahan merupakan pengertian lain dari
validitas dan reliabilitas. Kepercayaan data pada dasarnya adalah masalah sederhana,
bagaimana peneliti meyakinkan orang lain, termasuk diri mereka sendiri, bahwa penelitian
mereka dapat dipercaya.

Menurut Nurfajriani et al., (2024) salah satu cara untuk memeriksa dan menetapkan
validitas data adalah dengan menggunakan metode triangulasi, yang mengumpulkan dan
menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Tujuan dari metode ini adalah untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti melakukan
observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pegawai yang mengelola data survei
kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Metode
triangulasi dikumpulkan sebagai berikut :

-

Observasi AN Wawancara ™, Dokumentasi

Gambar 2 Metode Triangulasi Data
Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2025)

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pengorganisasian, kategorisasi,
dan interpretasi data yang dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas analisis data
kualitatitif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus menerus, dan tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh dengan aktivitas analisis (Rifa’i, 2023). Proses Analisis Data
meliputi 4 langkah yaitu:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan suatu langkah untuk mendapatkan informasi dan
gambaran tentang suatu hal yang akan diteliti. Hasil data yang didapat biasanya berupa
gambar, narasi, ataupun teks yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan/angka. Pada
proses pengumpulan data ini peneliti menerapkan metode observasi,wawancara, dan
dokumentasi. Hal ini ditujukan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, dan lebih
akurat untuk dijadikan sebagai landasan penelitian, serta memudahkan dalam proses
pengumpulan data.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses mengevaluasi atau mengelompokkan data berdasarkan
standar konsep, kategori tema atau pola pola tertentu. Upaya ini dilakukan untuk memberikan
fokus lebih kepada data yang sesuai atau relevan dan mengeliminasi data-data yang dianggap
kurang relevan atau tidak dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Tujuan dari pemilahan
data sesuai dengan kriteria masing masing ini untuk memudahkan peneliti dalam menarik
kesimpulan (Suprianto, 2024). Dalam proses mereduksi data, arahan akan diberikan oleh
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dicapai. Selain itu, reduksi data memerlukan
pemikiran kritis dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3. Penyajian Data (Data Display)
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Penyajian data adalah proses penyusunan data yang telah direduksi pada proses
sebelumnya dalam bentuk teks, grafik, atau bagan yang mudah untuk dipahami. Proses ini
ditujukan untuk memastikan bahwa data yang disajikan mudah untuk dipahami oleh pembaca
maupun peneliti. Tujuan dari penyajian data tersebut adalah untuk memudahkan peneliti
dalam mengambil kesimpulan maupun merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan data
yang telah disajikan tersebut (T. S. Amalia et al., 2023). Penyajian data merupakan langkah
penting yang dilakukan dalam penelitian. Pada tahap penyajian data dilakukan dengan cara
menampilkan hasil penelitian dalam bentuk narasi.

4. Penarikan Kesimpulan (Data Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Dimana kesimpulan
diambil berdasarkan kategori, pola, konsep atau informasi yang diperoleh selama
dilakukannya penelitian. Penarikan kesimpulan akan melahirkan atau mengungkap hal hal
yang mana sebelumnya dirasa masih kurang jelas atau menjelaskan kembali secara detail pola
pola yang berlaku atau keteraturan yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Berikut
adalah proses dari analisis data :

Pengumpulan

Penyajian Data
Data

L J

F 3

Y

h 4

Reduksi Data

'
y

Kesimpulan/
Verifikasi

Gambar 2 Teknik Analisis Data
Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Peneliti melakukan wawancara kepada
4 (empat) partisipan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas, sebelumnya
juga peneliti melakukan observasi langsung sebagai metode untuk mengumpulkan data.
Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) pegawai serta 2 (dua) lainnya yaitu dari
masyarakat sebagai penerima layanan.

Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
mencakup penerbitan dan perubahan dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), KTP
elektronik (e-KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Kartu ldentitas Anak
(KIA). Layanan ini mencakup pembuatan baru, perbaikan data, dan legalisir dokumen, yang
dibutuhkan warga untuk keperluan administrasi dan pelayanan lainnya. Selain dokumen
kependudukan. Disediakan pula layanan penerbitan surat keterangan seperti Surat Pindah
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(SKPWNI), SKTT, SKPWNA, termasuk pelaporan peristiwa kependudukan yang terjadi di luar
negeri. Adapun kualitas pelayanan publik dinilai dengan adanya 5 indikator yaitu Tangible,
Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty.

A. Tangible

Berdasarkan hasil observasi, aspek tangible pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan berbagai sarana dan
prasarana yang menunjang proses pelayanan, seperti ruang tunggu, toilet, musholla, loket
pelayanan, loket konsultasi, dan area parkir. Namun, masih ditemukan kekurangan seperti
kurang optimalnya kebersihan toilet dan musholla. Sementara itu, hasil wawancara dengan
partisipan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa sarana dan prasarana sudah
cukup memadai dan memberikan kenyamanan, meskipun beberapa fasilitas memang
memerlukan perawatan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat disintesiskan bahwa
meskipun secara umum aspek tangible telah memenuhi kebutuhan dasar pelayanan dan
memberikan kesan positif, tetap diperlukan upaya peningkatan dalam hal efisiensi sistem dan
kebersihan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

B. Reliability

Berdasarkan hasil observasi, aspek kehandalan (reliability) di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal terlihat dari prosedur pelayanan yang berjalan sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya di bagian front office dan loket
konsultasi. Petugas terlihat aktif menjelaskan persyaratan dan prosedur secara langsung,
serta membantu masyarakat dalam pengisian formulir apabila mengalami kesulitan.
Keberadaan loket konsultasi juga memberikan ruang komunikasi yang memudahkan
masyarakat memahami proses pelayanan. Namun, sistem antrian yang masih bersifat manual
dinilai kurang efisien, terutama saat pemohon membludak, sehingga menyebabkan antrean
panjang dan keterbatasan kuota harian

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan mengakui bahwa pegawai melayani secara
tertib dan sesuai SOP, serta memberikan arahan yang jelas. Meskipun demikian, masyarakat
mengeluhkan kurangnya media informasi seperti papan pengumuman yang menyebabkan
kebingungan dalam memahami alur dan persyaratan pelayanan. Oleh karena itu, dapat
disintesiskan bahwa kehandalan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tegal telah ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap SOP dan sikap profesional
pegawai, namun masih perlu ditingkatkan dari segi efisiensi sistem antrian dan penyediaan
informasi agar pelayanan dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan memuaskan masyarakat.

C. Responsiveness

Berdasarkan hasil observasi, aspek responsiveness di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa para pegawai telah melayani
masyarakat secara langsung sesuai dengan prosedur, menunjukkan sikap yang tanggap, cepat,
dan siap membantu. Setiap pertanyaan atau kendala dari masyarakat dijawab secara jelas
dan cepat, yang menjadikan proses pelayanan lebih lancar dan meningkatkan rasa terbantu
serta kepuasan Masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan adanya keterlambatan
pegawai kembali ke tempat pelayanan setelah jam istirahat, yang berdampak pada waktu
tunggu masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan menyatakan bahwa secara umum sikap
pegawai sudah baik, ramah, dan cepat tanggap dalam menangani permasalahan, namun
keterlambatan setelah jam istirahat juga dikeluhkan karena menyebabkan antrean lebih lama
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dan mengganggu efisiensi pelayanan. Dengan demikian, dapat disintesiskan bahwa meskipun
aspek responsiveness telah diterapkan dengan baik melalui sikap tanggap dan sopan santun
pegawai dalam melayani masyarakat, masih dibutuhkan perbaikan dalam hal kedisiplinan
waktu untuk menjaga konsistensi pelayanan sepanjang hari.

D. Assurance

Berdasarkan hasil observasi, aspek assurance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa para pegawai telah memberikan kesan profesional
melalui penggunaan seragam dinas dan tanda pengenal resmi saat memberikan pelayanan.
Hal ini penting karena menciptakan rasa percaya dan aman bagi masyarakat saat berinteraksi
dengan petugas. Seragam dan identitas tersebut menjadi simbol bahwa petugas adalah bagian
resmi dari instansi, yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Dari hasil wawancara,
masyarakat (partisipan C dan D) juga menyampaikan bahwa dengan adanya atribut resmi
tersebut, mereka merasa lebih yakin bahwa pelayanan yang diterima dilakukan oleh petugas
resmi. Namun, masyarakat juga mengeluhkan masih kurangnya penyediaan media informasi
seperti papan pengumuman atau brosur, sehingga mereka kesulitan memahami alur dan
persyaratan pelayanan dan harus bertanya langsung kepada petugas. Dengan demikian, dapat
disintesiskan bahwa meskipun aspek assurance telah terlaksana cukup baik melalui sikap
profesional dan penggunaan atribut resmi oleh pegawai, peningkatan penyediaan informasi
secara mandiri masih diperlukan agar kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap
pelayanan dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

E. Emphaty

Berdasarkan hasil observasi, aspek empati di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tegal tercermin dari kepedulian pegawai terhadap kelompok rentan seperti
penyandang disabilitas dan lansia. Bentuk empati ini diwujudkan melalui program layanan
jemput bola, di mana petugas mendatangi langsung rumah warga yang tidak mampu datang
ke kantor, serta sikap tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan ini
tidak dipungut biaya dan dilakukan dengan penuh perhatian, sehingga menciptakan rasa
dihargai di kalangan masyarakat tersebut. Sementara itu, hasil wawancara dengan partisipan
dari masyarakat dan pegawai menunjukkan apresiasi terhadap pelayanan yang ramah dan
penuh kesabaran. Pegawai dinilai sabar dan mau mendengarkan keluhan serta kesulitan
masyarakat, terutama saat masyarakat belum memahami persyaratan pelayanan. Dengan
demikian, dapat disintesiskan bahwa aspek empati telah diterapkan dengan cukup baik di
Dukcapil Kabupaten Tegal, melalui layanan yang inklusif, sikap ramah pegawai, serta
perhatian kepada kebutuhan khusus masyarakat. Namun, untuk semakin meningkatkan
kualitas pelayanan, penyebaran informasi mengenai program-program empatik seperti jemput
bola perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat dapat mengetahuinya dan
memanfaatkannya.
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Faktor Kepuasan Masyarakat

Pelayanan pada instansi pemerintah harus meningkatkan kepuasan publik dengan
memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat diantaranya yaitu
kebijakan pelayanan yang mengoptimalkan kebijakan yang berlaku seperti ketepatan waktu,
ketersediaan informasi, profesionalisme aparatur, sikap aparatur, dan peran pimpinan
eksternal dan internal. Selain itu, untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi,
diperlukan adanya inovasi juga dalam pelayanan (Arif et al., 2024).

Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tegal untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelayanan,
ditemukannya beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Adapun faktornya
yaitu aspek kebijakan pelayanan dan aspek inovasi pelayanan.

A. Kebijakan Pelayanan

Berdasarkan hasil observasi, aspek kebijakan pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal telah diimplementasikan melalui Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan layanan agar berjalan tertib, terarah, dan
sesuai aturan. SOP tersebut juga diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan
kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, dari hasil wawancara,
masyarakat dan pegawai sepakat bahwa pelayanan telah mengikuti SOP yang ditetapkan,
namun masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami alur dan persyaratan
pelayanan karena belum tersedianya media informasi seperti papan petunjuk atau brosur,
sehingga masyarakat harus bertanya langsung kepada petugas yang berpotensi menghambat
efisiensi pelayanan. Dengan demikian, dapat disintesiskan bahwa penerapan kebijakan
pelayanan melalui SOP telah berjalan cukup baik dan menjadi fondasi penting dalam
mendukung layanan publik yang tertib, namun perlu ditunjang dengan penyediaan sarana
informasi yang memadai agar masyarakat dapat lebih mandiri dan efisien dalam mengakses
pelayanan.

B. Inovasi Pelayanan

Berdasarkan hasil observasi, aspek inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal diwujudkan melalui layanan jemput bola untuk warga
disabilitas dan lansia serta layanan online menggunakan aplikasi WhatsApp, yang bertujuan
mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen tanpa harus datang langsung ke
kantor. Inovasi ini mencerminkan upaya instansi dalam meningkatkan pelayanan yang inklusif
dan berbasis teknologi. Dari hasil wawancara, masyarakat mengapresiasi inovasi tersebut
karena memberikan kemudahan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Namun, masyarakat juga menyampaikan bahwa sosialisasi terkait inovasi layanan, khususnya
layanan online, masih kurang maksimal sehingga belum diketahui secara luas oleh seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan di Dukcapil
Kabupaten Tegal sudah tepat sasaran dan bermanfaat, namun perlu diimbangi dengan strategi
penyebaran informasi yang lebih aktif dan menyeluruh agar seluruh masyarakat dapat
mengakses serta memanfaatkan layanan secara optimal.

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan
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Menurut Utami (2021) strategi merupakan konsep manajemen yang berfokus pada
proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk
mencapai suatu tujuan. Perumusan strategi dilakukan dengan mengetahui peluang dan
ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal untuk mendapatkan perencanaan
atau pilihan lain, dan juga membuat pilihan apa yang harus dilakukan. untuk memastikan
bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan misi organisasi.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tegal, strategi peningkatan kualitas pelayanan yang sudah dilakukan di antaranya yaitu
dengan rutin melaksanakan apel pagi sebelum pelayanan dimulai. Kegiatan ini berfungsi
sebagai sarana pengarahan agar pegawai lebih disiplin, teliti, dan siap dalam menjalankan
tugas sesuai aturan. Selain itu, Dinas juga memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat
sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelayanan telah memenuhi harapan
masyarakat serta hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki. Upaya lain yang dilakukan
adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat, termasuk saat kegiatan jemput bola ke desa-
desa dan sekolah, agar masyarakat lebih memahami alur pelayanan, persyaratan dokumen,
dan berbagai inovasi yang tersedia. Seluruh strategi tersebut mencerminkan komitmen dalam
mewujudkan pelayanan yang lebih baik, cepat tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan
serta kepuasan masyarakat.

Menurut Lestari et al., (2025) penerapan teknologi untuk strategi peningkatan kualitas
pelayanan publik merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk
meratakan pelayanan. Dalam administrasi pelayanan publik penerapan teknologi juga dapat
meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data, mempersingkat waktu pelayanan, serta
memudahkan petugas atau instansi dalam menyebarkan informasi terkait pelayanan yang akan
dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat partisipan, strategi peningkatan kualitas
pelayanan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tegal dinilai sudah berjalan dengan baik. Seperti adanya apel pagi yang bertujuan untuk
membentuk kedisiplinan dan kesiapan pegawai sebelum memberikan pelayanan, survei
kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan evaluasi agar Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam proses
pelayanan, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan langsung ke masyarakat untuk
memberikan pemahaman mengenai prosedur, persyaratan, dan layanan yang tersedia.
Meskipun demikian, partisipan C dan partisipan D yang merupakan masyarakat sebagai
penerima layanan berpendapat bahwa masih kurangnya pemanfaatan teknologi seperti media
sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Mereka berharap agar Dinas dapat lebih aktif
menggunakan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga informasi
layanan bisa lebih cepat diketahui, merata penyebarannya, dan pelayanan menjadi lebih
efisien serta sesuai dengan perkembangan zaman.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal secara
umum telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari lima aspek pelayanan: tangible yang
menunjukkan sarana dan prasarana cukup memadai meskipun kebersihan dan sistem antrian
masih perlu diperbaiki; reliability yang mencerminkan pelayanan sesuai SOP namun masih
kurang efisien karena keterbatasan sistem informasi; responsiveness yang menunjukkan sikap
tanggap petugas sudah baik namun terkendala kedisiplinan waktu; assurance yang terlihat
dari profesionalisme pegawai, namun minimnya media informasi menghambat kejelasan
prosedur; serta empathy yang telah diterapkan melalui sikap ramah petugas dan layanan
jemput bola untuk kelompok rentan. Faktor yang mendorong kepuasan Masyarakat seperti
kebijakan dan inovasi pelayanan juga telah dijalankan dengan baik, namun masih
membutuhkan dukungan dari segi penyediaan informasi dan perluasan sosialisasi. Strategi
peningkatan kualitas pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tegal juga sudah baik seperti pelaksanaan apel pagi secara rutin untuk
membentuk kedisiplinan pegawai, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan
evaluasi pelayanan, sosialisasi aktif ke sekolah dan desa untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap prosedur pelayanan, serta pengembangan layanan jemput bola dan
penggunaan media digital seperti WhatsApp untuk mempermudah akses layanan. Hanya saja,
keberhasilan strategi ini perlu diperkuat dengan pembenahan teknis, penyebaran informasi
yang lebih luas, dan pemanfaatan teknologi secara maksimal agar tujuan peningkatan kualitas
pelayanan benar-benar tercapai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan
memperbaiki sistem antrian menjadi lebih modern dan efisien, seperti menggunakan sistem
digital atau online. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan fasilitas umum seperti toilet
dan musholla, serta meningkatkan kedisiplinan pegawai agar pelayanan lebih tepat waktu.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal juga disarankan untuk
menyediakan papan informasi atau brosur agar masyarakat lebih mudah memahami prosedur
pelayanan tanpa harus selalu bertanya langsung. Perlunya Sosialisasi pelayanan lebih aktif
terutama mengenai inovasi seperti pelayanan jemput bola dan layanan online melalui
WhatsApp, juga perlu ditingkatkan agar menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
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